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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Mekanisme
Pembayaran Upah Karyawan Tidak Tetap Di PTPN VII Cinta Manis Kecamatan
Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir. Pemberian upah yang tidak tentu lah
merupakan latar belakang masalah dari penelitian ini. Rumusan masalah adalah
sebagai berikut: Bagaimana Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Tidak
Tetap di PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan llir,
Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Upah
Karyawan Tidak Tetap Di Ptpn Vii Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat
Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana
Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Tidak Tetap di PTPN VII Cinta Manis
Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, dan untuk mengetahui Bagaimana
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Upah Karyawan Tidak
Tetap Di Ptpn Vii Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang sumber data diambil
secara langsung dilapangan dengan cara mengamati secara langsung kejadian
yang terjadi di lokasi penelitian (observasi), interview/wawancara langsung
dengan para responden, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini
adalah dengan metode Deskriptif Kualitatif dan disimpulkan secara deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran upah
tidak tetap di PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan
Ilir sesekali mengalami keterlambatan, namun untuk mengantisipasi protes dari
para karyawan maka mandor menggunakan uang pribadi sebagai upah untuk para
karyawan tidak tetap dengan penggantian uang mandor akan dilakukan oleh pihak
perusahaan. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam pembayaran upah karyawan
tidak tetap di PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan
llir telah sesuai dengan hukum Islam, karena dilihat dari bentuk, objek dan
akadnya yang tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam. Oleh karena itu
harapan untuk kedepannya kepada pihak perusahaan agar memuat setiap bentuk
perjanjian dengan jelas dan tertulis, sehingga tidak merugikan pihak manapun.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu pedoman hidup yang didalamnya terdapat
beberapa ajaran Islam atas aturan yang mencakup keseluruhan sisi manusia, selain
itu Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya dengan penuh semangat,
Oleh karena itu, manusia meski mengerjakan apa apa yang disuruh oleh Allah
SWT. Untuk melakukannya dan meninggalkan apa apa yang dilarang oleh Allah
untuk diperbuatnya.*

Masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia
ketenagakerjaan adalah masalah yang berkaitan dengan permasalah hak-hak
pekerja yaitu meliputi hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan
pekerjaan hak atas jaminan sosial dan hak atas upah yang layak. Permasalahan
seperti ini timbul dan tidak terlepas dari sifat pengusaha atau pemberi kerja yang
adakalahnya memperlakukan kemenangkan,menyangkut penentuan upah Kerja,
syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam
ketentuan Al-Qur’an maupun sunnah Rasul. Islam juga tidak membatasi kehendak
seseorang untuk mencari dan memproleh harta dalam prinsip umum yang berlaku
yaitu halal dan baik.> Pekerja mempunyai andil yang sangat besar untuk

pengusaha  Maka  sudah  menjadi  kewajiban  pengusaha  untuk

*Amir Syarifuddin, Figih (Jakarta:kencana Prenadamedia Group,2013), him. 1
’Ghazaly Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidig, Figh Muamalat (Jakarta: Prenadamedia
Group,2010), him. 25



termasuk dalam hal ini memberikan upah yang sesuai dan layak. Al-ijarah dalam
bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan
muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.?

Disamping hak kaum buruh, aspek aspek kewajiban juga melekat pada
kaum buruh, dimana kewajiban-kewajiban tersebut harus dapat dipatuhi, dan
dijalankan. Sejak tahun 1926, sesuai dengan kemajuan zaman terdapat banyak
pasal-pasal yang bertujuan melindungi pihak pekerja (buruh) terhadap
majikannya, misalnya banyak hal-hal yang tidak boleh memasukan dalam suatu
perjanjian perburuhan.manusia sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan
memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi
hajat hidup, kemajuan, kelarasan dan keharmonisan serta perlindungan hidupnya
sesuai aturan Allah SWT. Perhatian Islam terhadap aspek muamalah menunjukan
bahwa Islam tidak menghendaki kemiskinan dan keterbelakangan, terutama
dibidang ekonomi, dimana sektor tersebut akan sangat menentukan bagi
kelangsungan hidup manusia. Dimana kaum buruh sering kali dirugikan dan
dianggap remeh apabila mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat, terlebih
lagi mereka kurang memiliki keterampilan yang memadai.

Kaitan dengan ketenagakerjaan dan hukum perburuhan bukanlah orang
yang bekerja atas usaha sendiri, tetapi yang bekerja pada orang lain atau pihak
lain. Sebagaimana hukum yang berlaku yang menjadi dasar dalam mengatur
hubungan kerja antara buruh (pekerja) dan majikan atau perusahaannya mengenai

tata kehidupan dan tata kerja yang langsung berkaitan dengan kerja tersebut.

*Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan ,Sapiudin Shidig, Figih Muamalah,
(Jakarta:Prenadamedia Group,2013), him.277



Pekerja bagi manusia adalah suatu kebutuhan hidup,karena dengan bekerja
seseorang itu dapat mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan
keluarganya.Setiap warga negara bisa mendapatkan pekerja dengan nafkah yang
layak untuk hidup.

Hal ini sesuai pernyataan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang dasar (UUD)
1945 yang menyebutkan bahwa tiap tiap warga Negara berhak atas berkerja dan
penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian berarti sudah
menjadi kewajiban kita semua untuk mengusahakan bagi meraka yang mau dan
mampu bekerja guna mendapatkan pekerja yang layak dan sesuai dengan
kemampuan dan bagi mereka berhak mendapatkan penghasilan yang cukup guna
memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Dengan demikian upah memegang peran yang Sangat penting dan
memberikan arti khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat
dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan
pekerjaan pada orang atau badan hukum lain dalam pasal 1 undang undang nomor
30 tentang ketenagakerjaan upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas

suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.’

*Sekretariat Jenderal MPR RI “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
(Jakarta:2015), him. 14

*Kitab Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, BAB |, ketentuan Umum pasal |
angka 30, hal.4



Pertanian adalah salah satu bidang usaha yang amat penting. Imam Al-
Qurthubi memandang usaha pertanian adalah Fardhu Kifayah dimana pemerintah
wajib memaksa orang-orang melaksanakannya, pendapat Imam Al-Qurthubi
tersebut dapat dipahami dasarnya karena betapa buruk akibatnya jika sektor ini
tidak digarap, dan kesulitan akan menimpah negeri bila tidak ada usaha pertanian
karena bahkan pokok yang dihasilkan dari pertanian.

Manusia sebagai mahluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu
pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan
hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan
menunjukan bahwa diantara sebagai manusia memiliki modal besar dan bisa
berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang
mampu dengan jalan memberikan sebagai modalnya kepada pihak yang
memerlukan. disisi lain tidak jarang pula di temui orang-orang yang memiliki
kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau
kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya
kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau
kekurangan modal, ini sudah terjadi sejak zaman jahiliah. Nabi Muhammad SAW
sendiri,sebelum menjadi rasul, melakukan kerja sama dengan siti Khadijah dalam
bentuk mudharabah. Begitu pula di bidang pertanian kerja sama seperti ini di
kenal dengan istilah musagah, mujara’ah, dan mukhabarah.®

Sistem pembayaran upah pada karyawan tidak tetap di PTPN VII Cinta

Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir dibagi beberapa bagian,

®Mubiatul Solekhah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Pembayaran Upah
Penyadapan Kebun Karet didesa Pematang Jaya B3 (No Urut Desa) Kecamatan Mesuji Makmur
Kabupaten Komering Ilir”, (SKkirpsi UIN Raden Fatah Palembang, 2010), him. 4-5



yaitu bagi karyawan tidak tetap penanam di upah harian sebanyak Rp.25.000 per
hari, dan bagi karyawan tidak tetap, sedangkan sistem borongan dibayar sesuai
banyak dan lamanya pekerjaan sesuai dengan kesepakatan awal, namun untuk
harga luas tebu yang diborong ditetapkan oleh mandor.

Perjanjian antara karyawan PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk
Keliat Kabupaten Ogan Ilir dilakukan secara lisan tanpa perjanjian hitam di atas
putih melalui prantara mandor, namun lain hal nya dengan mandor, sistem
perjanjian antara mandur dan PTPN VII Cinta Manis secara resmi dan formal.
Jam kerja untuk karyawan tidak tetap adalah dari hari senin sampai sabtu dan
pembayaran upah seharusnya pada hari minggu di penghujung hari kerja, namun
kenyataan di lapangan upah karyawan terkadang diberikan tidak pada waktunya.
keterlambatan pembayaran upah sesekali terjadi, padahal dalam Islam telah jelas

sebagimana ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
e Caay O g DAY a1k

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR.

Ibnu Majah, shahih).

Berdasarkan hadist ini telah jelas bahwa sebaik-baik pembayaran upah
adalah setelah bekerja atau secepatnya, sedangkan pambayaran upah pada PTPN
VIl Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan llir sering terjadi
keterlambatan membayaran upah yang membuat para pekerja mengeluh.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul



“Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Tidak

Tetap Di PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir “

B. Rumusan Masalahan
Berdasarkan latar belakanag di atas, maka penulis mengambil rumusan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan tidak tetap di
PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran
Upah Karyawan tidak tetap di PTPN VII Cinta Manis Kecamatan

Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan tidak tetap di
PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap Pembayaran Upah
Karyawan tidak tetap di PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk

Keliat Kabupaten Ogan Ilir.

D. Penelitian Terdahulu
Dari penelitian terdahulu diperoleh penelitian yang ada kaitannya dengan

penelitian yang akan penulis lakukan yakni sebagai berikut:



Silvia Eka Putri, telah melakukan penelitian tentang “Upah penyadap karet
dengan sistem barter didesa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten
Musi Rawas dalam persepektif figh muamalah” hasil menyatakan bahwa
pembayaran upah tidak memenuhi syarat figh muamalah ketika ada salah satu
rukun dan syarat ujrah (upah-mengupah) yang tidak terpenuhi atau
pelaksanaannya tidak sesuai, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam syariah
islam,maka hal tersebut tidak sah (tidak diperbolehkan) seperti penundaan
pembayaran upah yang dilakukan oleh (penipuan) yang dilakukan salah satu pihak
yang berakad dalam pelaksanaan ini.”’

Liyurna Ningsih, telah melakukan penelitian tentang “Tinjauan Figh
muamalah terhadap akad upah penambang batubara (studi kasus pada Desa
Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim)” adapun
tinjauan hukum Islam terhadap bentuk praktek akad upah penambang batubara
antar PT. LCT (Lematang Coal Lestari) dengan para penambang batubara adalah
tidak sah. Karena dalam akad tersebut rukun dan syarat akad upah tidak terpenuhi
dan terdapat unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pihak PT. LCL (Lembang
Coal Lestari) terhadap para penambang batubara dengan hasil kerja keras mereka,
karena bisa kurang menjamin kepastian hukum.®

Desiriah, meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap upah

minimum regional (UMR) Provinsi Sumatera Selatan (Analisis terhadap SK.

"Silvia Eka Putriu,”Upah Penyadapan Karet Dengan Sistem Barter Di Desa Tua
Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Masi Rawas Dalam Perspektif Figh Muamalah”, (SKirpsi
UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

®Liyurna Ningsih “Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Akad Upah Peambang Batubara
(Studi Kasna Pada Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim”
(Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang,2011)



Gubernr Sumatera Selatan Nomor : 740/KPTS/Disnakertrans/2009)” adapun
tinjauan hukum Islam terhadap upah Minimum Regional (UMR) Provinsi
Sumatera Selatan yang sejalan dengan hukum Islam yaitu system pembayaran
upah minimum di Provinsi Sumatera Selatan disesuaikan dengan kesepakatan dari
kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah yaitu rela kedua belah pihak yang
berakad, ijab dan gabul, adanya upah,dan manfaat, sedangkan yang tidak sejalan
dengan hukum Islam yaitu besarnya upah Minimum Regional Provinsi Sumatera
Selatan munurut hukum Islam vyaitu pembayaran upah bagi pekerja yang
bekeluarga dengan yang bujangan itu berbedah, seperti halnya yang berlaku pada
zaman Rasul SAW memberi gaji kepada orang yang sudah bekeluarga dua kali
bagian, sedang untuk bujangan sebagian saja, dengan melihat dari kemaslahatan
pekerja dan keluarganya agar bisa mencukupi kehidupan pekerja dan keluarganya
secara layak, namun upah minimum regional Provinsi Sumatera Selatan ini tidak
membedahkan besarnya upah yang dibayarkan para pekerja, yang bekeluarga
dengan yang bujangan sama saja sedangkan Islam membedahkan, tetapi upah
minimum regional Sumatera Selatan diperbelehkan menurut Islam karena telah
sesuai dengan akad ijarah artinya disesuaikan dengan kesepakatan dari para pihak

yang melakukan akad/perjanjian.’

E. Metode Penelitian
penelitian ini adalah dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

*Desiriah  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi
Sumatera Selatan (Analisis terhadap SK. Gubernur Sumatera Selatan Nomor
:740/KPTS/Disnakertans/2009) ’(Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang,2010)



Penelitian di lakukan di Desa Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat
Kabupaten Ogan llir.
2. Responden
Pihak-pihak yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah karyawan
tidak tetap yang bekerja di PTPN VII Cinta Manis. Responden menurut
KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penjawab atas pertanyaan
yang diajukan untuk kepentingan penelitian.*
3. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
Lapangan (field research).''Yaitu penelitian yang sumber data diambil secara
langsung dilapangan.
4. Jenis dan Sumber data
a. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu
penelitian secara langsung kelapangan.’* terhadap Pelaksanaan
Pembayaran Upah Karyawan tidak tetap di PTPN VII Cinta Manis
Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir. Data kualitatif
diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian.
b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah:

www.google.com/amp/kbbi.web.id/responden.html?espv=1

YSuharsini  Adikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-4
(Jakarta:Rineka Cipta, 1998), him.11

M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi(Jakarta: KencanaPrenada
Media Grup 2013), him.124



1) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung
dilapangan.'®* merupakan bahan pokok dalam pembahasan skripsi ini.
Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari
keterangan hasil wawancara pelaksaan upah Karyawan tidak tetap
di PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan
Iir.

2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, terdiri
dari buku-buku, melihat atau mendengarkan, karya ilmiah yang
berhubungan dengan pembahasan masalah.**

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat
penelitian,penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1) Interview/wawancara, sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang
harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya
sedikit/kecil.”® yaitu suatu cara untuk mendapatkan data yang akurat
dengan pertanyaan langsung pada responden dalam hal ini masyarakat
Desa Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan llir.
Wawancara merupakan salah satu data yang berbedah. Pelaksanaannya

dapat dilakukan secara langsung maupun secara bertahap dengan

3Joko Subagyo,Metodoligi Penelitian (Jakarta:PTRineka Cipta,2004),him.87

“Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif ~(Jakarta: Gaung Persada GP
Press,2009),him.119

“Sugiyono, Metode PenelitianKualitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung:CV.Alfabeta
2016),him.137



menggunakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden.
Yaitu suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih
dengan berhadapan fisik secara langsung, keduanya saling bertatap

muka dan mendengarkan suara.*®
2) Dokumentasi, yaitu dipergunakan untuk mendapatkan data sebagai
data tambahan seperti untuk mengetahui keadaan wilayah, jumlah
penduduk, dan lainnya.'” Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen-
dokumen serta lembaran-lembaran yang dianggap cukup penting
seperti yang terdapat dikantor Kepala Desa cinta manis Kecamatan

lubuk keliat Kabupaten Ogan llir.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan analisa secara
Deskriptif Kualitatif yaitu setelah data didapatkan, maka akan diuraikan,
digambarkan, disajikan dan dijelaskan semaksimal mungkin. Kemudian
disimpulkan secara deduktif yang menarik kesimpulan yang bersifat
umum ke khusus sehingga menyajikan hasil penelitian dapat dengan

mudah dipahami.

F. Sistematika Pembahasan
Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka perlu

adanya sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah

'6sutrisno Hadi, Metodologi Research 11 (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), him.217
“Basrowi, Suwendi,Memahami Kualitatif(Jakarta: PT. Renika Cipta,2008), him.158



yang berupa skripsi, maka dari itu dalam penelitian ini penulis

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

BAB Il

BAB Il1:

Dalam bab ini Berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah,Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Analisa Data Dan

Sistematika Pembahasan.

: TINJAUAN UMUM

Landasan Teori dalam bab ini membahas tentang:Upah Dalam Perspektif,
Pengertian Upah (ljarah) Secara Umum, Rukun [jarah Dan Syarat
Syaratnya, Macam-Macam Upah, Dasar Hukum Upah, Berakhirnya Upah,
Konsep Upah (Perjanjian Dalam Upah), Problem Upah Karyawan Tidak
Tetap Di Indonesia, Dampak Upah Dalam Kehidupan Karyawan, Hukum
Islam, Defenisi Hukum Islam, Sumber Hukum Islam, Bentuk-Bentuk
Hukum Islam, Tujuan Hukum Islam.

KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang kajian wilayah penelitian tentang PTPN VII
Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Sejarah
Perusahaan PTPN VII Cinta Manis Ilir, Karakteristik Tanah dan Iklim,
Alamat Kantor PTPN VII Cinta Manis, Visi Dan Misi PTPN VII Cinta
Manis, karyawan tidak tetap pada perusahaan PTPN VII Cinta Manis
pengertian Karyawan Tidak Tetap, Pembagian Karyawan Tidak Tetap,
Mekanisme Pembayaran Karyawan Tidak Tetap, Jumlah Karyawan Tidak

Tetap, Tugas-tugas Karyawan Tidak Tetap



BAB IV : PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN TIDAK
TETAP DI PTPN VII CINTA MANIS KECAMATAN LUBUK
KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR
1. Mekanisme Pembayaran Upah karyawan tidak tetap di PTPN VII
Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Karyawan
Tidak Tetap di PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat
Kabupaten Ogan llir.
BABV : PENUTUP
Pada bagian akhir ini berisikan kesimpulan peneliti dan saran-saran dari

penulis selama melakukan penelitian.



BAB Il

LANDASAN TEORI

A.Upah Dalam Persfektif

1. Pengertian Upah (ijarah)

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti menurut bahasanya
ialah al-iwadh, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.®®
Secara etimologi al-Ajru yang berarti al- ‘lwadh/ penggantian, dari sebab
itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-Ajru/upah.®

Menurut M. A. Tihami, al-ijarah (sewa-menyewa) ialah akad
(perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat
sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya,
dengan memberikan pembayaran (sewa tertentu).*

Al-ijarah  menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat
diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan
tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari
suatu benda disebut ijarah al-ain, seperti sewa-menyewa rumah untuk

ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga

167

'®Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011),

Abdul Rahman Ghazaly, DKK, Figih Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),

him. 277

®Sohari Sahrani, ru’fah Abdullah, Figih Muamalah, (Bogar: Ghalia Indonesia, 2011), 32



seseorang disebut ijarah ad-dzimah atau upah-mengupah, seperti upah
mencuci baju, dalam Islam sering disebut ujrah.?

Menurut ulama’ Hanafidan Maliki kewajiban upah berdasarkan
pada tiga perkara yaitu :
a. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad
b. Mempercepat tanpa adanya akad
c. Membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika 2 orang akad bersepakat

untuk mengakhiri upah, hal itu diperbolehkan.

Dari defenisi diatas bahwasanya ijarah dengan objek transaksi dari
tenaga seseorang merupakan transaksi atas sumber daya manusia yang
lazim disebut perburuhan (upah pekerja).?

Sedangkan ijarah menurut hukum Islam adalah upah harus
ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan
pihak mana pun, dengan tetap mengingatkan ajaran Islam berikut ini:

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebijakan”, .... (QS. an-Nahl [16]: 90). %

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan upah
adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian Kerja,

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

2!Abdul Rahman Ghazali, Figih Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), him
227

?\Wahbah Al-Zuhayli, Al-Figh Al-Islami Wa Aqillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, 1989),
him. 3811

*Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2012), him.198



pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang
telah atau akan dilakukan.?*

Dalam arti luas al-ijarah merupakan suatu akad yang berisi suatu
penukaran manfaat suatu dengan jalan memberikan imbalan dengan jalan
tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila
dilihat dari segi barangnya dan juga bias diartikan menjual jasa apabila
dilihat dari segi orangnya.®

Upah atau ijarah dapat diklasifikasikan menjadi dua yang pertama,
upah yang telah disebutkan (4jrun Mussama’) yang kedua, upah yang
sepadan (Ajrun Mitsli). Upah (ajrun musamma’) itu syaratnya ketika
disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi,
sedangkan upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan
dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika
akad ijarah telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.?®

Dalam hal ini pihak yang melakukan pekerjaan disebut 4 jir.4 jir
disini merupakan seseorang/orang-orang yang bekerja untuk kepentingan
orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan
A’jir disebut musta’jir.”" Dalam hukum Islam «’jir dapat diklarikifasikan
menjadi dua macam yaitu pertama, ajir khas (pekerja khusus) yang

berarti a’jir yang bekerja untuk seorang dalam jangka waktu tertentu,

him. 2

%4 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Taun 2015 Tentang Pengupahan,

»Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Bandung: PT Raja Grafindo, 2002), him. 113
*Hendro wibowo ,”ujrah (upah)”,dalam http://hndwibowo.blogsport.com./2008/06/ujrah-

dalam-pandangan-islam.html, diakses pada 10 Juni 2017

?’Suhrawadi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), him. 152


http://hndwibowo.blogsport.com./2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html
http://hndwibowo.blogsport.com./2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html

seperti orang yang bekerja di toko. Kedua, a jir musyarakah (pekerjaan
umum) vyaitu berarti a’jir yang bekerja pada bidang kerja tertentu ada
orang yang bekerja untuk lebih satu orang dengan adanya honor sebagai
upah kerja seperti tukang bangunan, tukang kayu, dan dokter.?®
Kesimpulan penulis tentang upah (ijarah) adalah jumlah
keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan
oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.
2. Rukun Upah (ijarah)
a. Rukun-rukun Upah menurut buku Figh Muamalah adalah sebagai berikut :
1) Musta jir (pihak yang mengupah)
Musta’jir adalah pihak tertentu baik perorangan, perusahaan atau
kelompok maupun Negara sebagai pihak yang mengupah.
A jir (pihak yang diupah)
A ’jir maupun musta jir tidak diharuskan muslim, Islam memperbolehkan
seseorang bekerja untuk orang non muslim ataupun sebaliknya
memperkerjakan orang non muslim.
2) Shighat (akad)
Syarat ijab gabul antara « jir dan musta ’jir sama dengan ijab gabul yang
dilakukan dalam jual beli

a) Ujrah (upah)

?8Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), him 427



b) Ujrah diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik
dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah.*®
C) Ma’qud bih (barang yang menjadi objek)

Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan
kepada pekerja yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah
satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang
diberikan adalah jasa halal. Jika pekerjaannya haram, maka upahnya
haram pula. Misalnya, jika seseorang diupah untuk melakukan
pencurian atau pembunuhan, maka upah yang nanti diterimanya juga
haram karena pekerjaannya haram.

Pekerjaan yang dilakukan untuk mencari ridha Allah, misalnya
membaca atau mengajarkan Al-Qur’an kepada anak-anak, tidak layak
mendapatkan upah. Namun seseorang yang berprofesi mengajarkan
Al-Qur’an sebagai sumber penghasilan dapat dan boleh menetapkan
upah dari mengajarkan Al-Qur’an itu. Asal pekerjaan yang dilakukan
itu diperbolehkan dalam Islam dan agad atau transaksinya berjalan
sesuai dengan aturan Islam.*

Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan
gabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut
Jumhur Ulama rukun ijarah ada emapat, yaitu :

1) Dua orang yang berakad

2) Sighat (ljab dan Kabul)

»Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Bandung: Rajawali Pers, 1997), him. 118
**Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia
Group, 2012), him. 191



3) Sewa atau imbalan
4) Manfaat.**
3. Syarat upah (ijarah)
a. Syarat-syarat ijarahmenurut buku Figh Muamalah sebagai berikut :

1) Upah harus berupa Mal Mutagawwin yang diketahui. Syarat ini
disepakati oleh para ulama. Syarat Mal Mutagawwin diperlukan
dalam ijarah, karena upah (ijarah) merupakan harga atas manfaat.
Sama seperti harga barang dalam jual beli.

2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma 'qud
‘alaih. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang
yang disewa, maka ijarah dengan objek transaksinya tenaga orang
lain.

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.

b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah

menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. >
4. Macam-macam upah (ijarah)
Macam macam upah (ijarah) menurut buku figh muamalah ada dua

macam, yakni

a. ljarah yang bersifat manfaat. Umpamanya sewa menyewa rumabh, toko,

kendaraan pakaian (pengantin) dan perhiasan.

3'Abdul Rahman DKK, Figih Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), him. 278
%2Rachmat Syafe’l, Figih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) him. 129



b. Iljarah atas pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang
untuk melakukan suatu pekerjaan. ijarah semacam ini dibolehkan
seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain. Yaitu
ijarah yang bersifat kelompok (serikat). ijarah yang bersifat pribadi
juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun,
dan satpam.

5. Dasar Hukum upah (ijarah)
Dasar hukum ijarah menurut buku figh muamalah ialah terdapat di dalam
Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’.
Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur’an
Gh Al B &1 faca’ (8

Artinya“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah
mereka” (Al-Thalag: 6)
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Artinya“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
(QS. Al-Qashas :26)*

Selain Firman Allah dasar hukum Islam juga dijelaskan dalam
hadis

Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-

Khudri, Nabi SAW bersabda:

%Abdul Rahman Ghazaly Dkk, Figh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), him. 278
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“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

e Casy O g oAl a1k
“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. lbnu Majah, shahih).
“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang
bekam itu”(Riwayat Bukhari dan Muslim).
Landasan /jma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama
pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa
orang di antara mereka yang berbedah pendapat, tetapi hal itu tidak

dianggap.®*

6. Berakhirnya upah (ijarah)

ljarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak memperoleh
adanya fasakh (batal) pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad
pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh (batal).
ljarah akan menjadi batal (fasakh) dan berakhir bila ada hal-hal
sebagai berikut® :
a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan

sebagainya
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%Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), him. 116-

*Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), him. 122



c. Rusaknya barang yang diupahkan (majur ‘alaih) seperti baju yang
diupahkan untuk dijahitkan

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah
ditentukan dan selesainya pekerjaan

e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti
yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang
mancuri, maka ia diperbolehkan membatalkan sewaan itu.

B. Konsep Upah (Perjanjian Dalam Upah)

Upah dalam setiap aktifitas biasanya diberlakukan sistem perjanjian
didalam buku Il bab Il pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi, sesuatu
perjanjian adalah sesuatu perbuatan hukum dengan mana terhadap satu
orang atau lebih. Disisi laian ada pula yang menyatakan bahwa, perjanjian
adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal. Dari uraian tersebut maka dapat diterangkan lebih lanjut
bahwa, perjanjian adalah sebuah kesepakatan antara 2 (dua) orang atau
lebih dalam lapangan hukum kebendaan untuk saling memberi dan
menerima sesuatu.

Dalam setiap perjanjian terdapat dua macam subjek perjanjian, yaitu:

1. Seorang manusia atau badan hukum yang mendapatkan beban

kewajiban untuk sesuatu;

2. Seorang manusia atau badan hukum yang mendapatkan hak atas

pelaksanaan kewajiban itu.



Dari pengertian diatas maka subyek perjanjian dapat disimpulkan menjadi 2

(dua) macam yaitu manusia pribadi dan badan hukum.

Dalam perjanjian Kkerja terdapat pula unsure-unsur dari syarat perjanjian kerja,

antara lain:

a. Adanya unsure work (pekerjaan), karena dalam sesuatu perjanjian
kerja haruslah ada pekerjaan yang jelas yang dilakukan oleh
pekerjaan dan sesuai dengan dengan yang tercantum dalam
perjanjian yang telah disepakati dengan ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan

b. Adanya unsur service (pelayanan)

c. Adanya unsure time (waktu)

d. Adanya unsure pay (upah)

Dalam prakteknya perjanjian kerja terdapat dua bentuk perjanjian, anatara lain:

1. Perjanjian tertulis, hal ini diperuntukkan bagi perjanjian-perjanjian
yang sifatnya tertutup atau adanya kesepakatan para pihak, bahwa
perjanjian yang dibuatnya itu menginginkan dibuat secara tertulis
agar terdapat kepastian hukum.

2. Perjanjian tidak tertulis, bahwa perjanjian yang oleh undang-

undang tidak diisyaratkan dalam bentuk tertulis.



C. Problem Upah Karyawan Tidak Tetap Di Indonesia

Dinamika upah di Indonesia mengalami berbagai macam pasang
surut, beberapa kali terjadi demonstrasi dari para buruh/karyawan seperti
yang terjadi akhir-akhir ini yaitu tepatnya pada tanggal 10 November
2017, dalam aksi demonstrasi ini para buruh menuntut kesejahteraan
buruh, dan perbaikan sistem pengupahan yang berkeadilan.

Jika kita kaji dari tuntutan yang diajukan oleh parah buruh tersebut,
itu merupakan bentuk dari rasa ketidakpuasan mereka terhadap perlakuan
pihak perusahaan kepada mereka para buruh, khususnya dalam hal sistem
pengupahan yang bagi mereka dirasa tidak adil.

Sistem pengupahan yang tidak adil inilah yang juga terjadi di
PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan llir,
yang mana pemberian upah bagi karyawan tidak tetap di perusahaan
tersebut seolah tidak mempunyai kepastian hukum, karena pemberian
upah bagi para karyawan terkadang tidak tepat waktu, sehingga
mengakibatkan ketidakadilan bagi para karyawan itu sendiri. Peristiwa ini
terjadi tidak lain karena perjanjian/kesepakatan yang dilakukan oleh kedua
belah pihak hanya sebatas perjanjian/kesepakatan lisan tanpa adanya
perjanjian/kesepakatan tertulis yang lebih memiliki kekuatan hukum tetap.

D. Dampak Upah Dalam Kehidupan Karyawan

Dasar yang dipakai dalam menetapkan upah minimum regional

adalah adanya kebutuhan hidup minimum (KHM). Namun demikian oleh

karena itu antara kebutuhan hidup minimum (KHM) dengan upah



minimum regional (UMR) untuk beberapa daerah masih terlalu besar
maka yang dipakai untuk menetapkan gaji atau upah adalah kebutuhan
fisik minimum (KFM) yang besarnya lebih kurang 80 persen dari
kebutuhan hidup minimum (KHM).*

Jika pembayaran upah terlambat, menurut pasal 19 PP No. 8 Tahun
1981, mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari di
mana seharusnya upah dibayar, upah harus ditambah dengan 5% untuk
tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan, tambahan itu menjadi 1%
untuk tiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwa tambahan itu
untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% dari upahnya yang
seharusnya dibayarkan.*’

E. Tentang Hukum Islam

1. Defenisi Hukum Islam

Secara bahasa kata “hukum” berasal dari kata Arab, hukm (kata jamaknya
ahkam) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan,
hukuman, dan lain-lain.®® Mayoritas ulama ushul mendefinisikan hukum sebagai
berikut:

a5 g 11 a8 50 e Lol cpall<al | O lad U 3llail | i ) o Und

Artinya: “ kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan
berakal sehat, baik bersifat imperative, fakultatif atau
menempatkatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang.”

% Prijono Tjiptoherijanto, Sumber daya manusia dalam pembangunan nasional, (Jakarta:
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,1996), him.80

% Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), him.53

** Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000), him. 39



Yang dimaksud khitbah Allah dalam defenisi tersebut adalah semua bentuk
dalil, baik Al-Qur’an, As-sunah maupun yang lainnya, seperti ijma’ dan giyas.*

Sementara itu, pengertian hukum yang lebih umum secara bahasa adalah
”Anda memutuskan sesuatu dengan begitu atau begini, baik keputusan tersebut
mengikat orang selain atau tidak mengikat”.

Hukum secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-
peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah-laku manusia dalam
suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat
dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa
hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum
tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat.*

Islam secara etimologi (bahasa) berarti tunduk, patuh, atau berserah diri.
Adapun menurut syari’at (terminologi), apabila dimutlakkan berada pada dua
pengertian :

Pertama: apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka
pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik ushul (pokok) maupun furu’
(cabang), juga seluruh masalah °‘aqgidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan
perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukan bahwa Islam adalah mengakui dengan
lisan, menyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah Azza Wa Jalla atas
semua Yyang telah ditentukan dan ditakdirkan, sebagaimana firman Allah

Subhanahu wa Ta’ala tentang Nabi Ibrahim Alaihissalam

** Juhaya S. Praja, Ushul Figih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), him. 295
““Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), him.
38
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“(Ingatlah) ketika Rabb-nya berfirman kepadanya (Ibrahim), Berserahdirilah!
Dia menjawab: ”Aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. “(Al-Bagarah: 131)

Allah Azza wajalla juga berfirman:

Artinya: “Sesungguhnya agama (vang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.tiada
berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah
datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di
antara mereka.Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka
Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya” (QS. Ali-Imran: 19)
Namun dalam konteks kata “hukum” dihubungkan dengan “Islam”
sehingga menjadi kata “Hukum Islam” dalam Al-Qur’an dan literatur hukum
dalam Islam sama sekali tidak ditemukan. Yang ada dalam Al-Qur’an adalah kata
syariah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya sebagaimana dijelaskan di
atas. Kata kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “Islamic Law” dari
Literature Barat.**
Hasbi Ash-Shiddigie memberikan defenisi hukum Islam dengan “koleksi
daya upaya fugaha dalam menetapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan

masyarakat”. Pengertian hukum Islam dalam defenisi ini ,mendekati makna fiqih.

Dari defenisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa hukum

“'Mardani, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2015), him. 9



Islammencakut hukum Syariah dan hukum Figih karena arti syarak dan figih
terkandung didalamnya.*?
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa hukum
Islam adalah keseluruan tentang perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh
setiap muslim yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan
kepercayaan (agidah)  maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan
amaliyah (perbuatan).
2. Sumber-sumber hukum Islam
Sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah (Al-
hadis) serta akal pikiran (ra’yu).
a. Al-Qur’an
Al-Qur’an berasal dari bahasa arab yang secara etimologis adalah
masdar dari kata |2 setimbangan dengan kata =% dengan arti bacaan
berbicara tentang apa yang tertulis padanya; atau melihat dan
melelaahnya. Dalam pengertian ini kata &' berarti =358 Yaitu isim
maf’ul dari kata '8 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-
Qiyamah ayat 17-18.%
Al-Kitab adalah Al-Qur’an. Pengertian yang paling tepat adalah
apa yang diturunkan kepada Muhammad secara berangsur-angsur,
dimulai pada malam 17 Ramadhan tahun 41 dari kelahiran beliau.

Diwahyukan di Gua Hira’ tempat beliau menyendiri waktu itu,yang

*Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafindo,2013), him. 41-
43

*3 |smail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: BUMI AKSARA,1992), him.
23



dimulai dengan perkataan igra’ (kata kerja suruhan) artinya bacalah.**
Surat yang pertama di turunkan adalah Al-A’laq 1-5

8.2 F 2 _ 3 2/:; ~_ s - 20 _ - PR .54/ " ’J Z/:.a
DS NIEES  Dighe e YIGE DGE A3 2L T

<.

,/’/ - P - Eod {/ =4 {/ . -~
s - g . - 7o - -
S Y PRI (S N AP ]

-

Artinya: bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah,
dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia)
dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa
yang tidak diketahuinya.*®

Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.

Al-Qur’an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama ia
memuat kiaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji
dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut menurut keyakinan umat
Islam, Al-Qur’an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah,
Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril
kepada Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya sedikit demi sedikit selama
22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah kemudian di Madinah
untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup
dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan

di akhirat kelak.*®

b. As-Sunnah atau Al-Hadis

* Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000), him. 72

** Syeh Muhammad Khudrony Bek, Sejarah Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia,
2009) him. 1

*® |smail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: BUMI AKSARA,1992),
him. 24



As-Sunnah atau Al-Hadis (kadang-kadang dalam buku ini ditulis
As-Sunnah saja), adalah sumber hukum islam kedua setelah Al-Qur’an,
berupa perkataan (sunnah gauliyah), perbuatan (sunnah fi’liyah) dan
sikap diam (sunnah tagririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang
tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis. la merupakan penafsiran
serta penjelasan otentik tentang Al-Qur’an.*’

c. Akal Pikiran (Al-Ra 'yu atau Ijtihad)

Secara harfi’ah Ra’yu berarti pendapat dan pertimbangan.Sumber
hukum Islam ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat
untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada
padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang
terdapat pada dalam Al-Qur’an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat
umum yang terdapat dalam sunnah nabi dan merumuskannya menjadi
garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Atau
berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang
“pengaturannya” tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum
Islam itu.*®

3. Bentuk-bentuk hukum Islam
a. Pengertian Wajib
Wajib secara etimologi kata wajib berarti tetap atau pasti. Secara

termenologi, seperti dikemukakan Abd. Al-Karim Zaidan, ahli hukum

Islam berkebangsaan Irak, wajib berarti “Sesuatu yang diperintahkan

* Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000), him. 89
®*Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012),
him.78-115



(diharuskan) oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang
mukalaf, dan apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dari Allah,
sebaliknya apabila tidak dilaksankan diancam dengan dosa”.*®

Waijib atau fardlu terbagi menjadi (2) dua bagian, yaitu :

1) Wajib ‘Ain Wajib 'Ain segala bentuk pekerjaan yang dituntut
kepada masing-masing orang untuk mengerjakannya, atau tuntutan
syara’ untuk melaksanakan suatu perbuatan dari setiap mukallaf dan
tidak boleh diganti oleh oraang lain.

Tidak terlepas seseorang dari tuntutan jika ia sendiri tidak
menunaikan kewajibannya itu, tidak dapat dikerjakan oleh orang
lain, seperti sholat, puasa, ramadhan, zakat, haji, dan sebagainnya.

2) Kifayah segala bentuk pekerjaan yang dimaksud oleh agama akan
adanya, dengan tidak dipentingkan orang yang mengerjakannya.
Atau dengan bahasa yang mudah wajib yang dibebankan kepada
sekelompok orang dan kalau salah seorang ada yang
mengerjakannya maka tuntutan itu dianggap sudah terlaksana.

Apabila dikerjakan kewajiban oleh sebagian mukallaf maka
semua orang terlepas dari tuntutan wajib. Dalam wajib kifayah yang
terpenting terwujudnya pekerjaan itu, bukan orangnya, seperti
sholat jenazah, mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, dan
sebagainya.®

b. Pengertian Sunnah

*Satria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 43
% Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Sinar
Grafika Offset, 2005), hIm. 354-355



Sunnah suatu amalan yang apabila diamalkan (dikerjakan) akan
mendapatkan pahala dan apabila tidak diamalkan (ditinggalkan) tidak
akan mendapatkan dosa. Sunnah adalah semua hal yang bersember
darinya, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan.™
Sunnah juga terbagi menjadi (2) dua bagian, yaitu :

1) Sunnah Mu’akkad
Sunnah Mu'akkad adalah amalan yang dikuatkan "yang
dianjurkan" untuk dikerjakan. Misalnya: shalat dua hari raya.
2) Sunnah Ghoiru Mu’akkad
Sunnah Ghoiru Mu'akkad adalah amalan sunnah yang tidak
dikuatkan "tidak diajurkan” untuk dikerjakan. Misalnya: puasa
sunnah.
c. Pengertian Mubah
secara bahasa kata mubah berarti “sesuatu yang dibolehkan
atau diizinkan. Menurut Istilah Ushul Figh, seperti dikemukakan
oleh Abdul-Karim Zaidan, baearti “yaitu sesuatu yang diberi oilih
oleh syariat apakah seorang mukalaf akan melakukannya atau tidak
melakukannya, dan tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala.
Misalnya, ketika ada cekcok yang berkepanjangan dalam

rumah tangga dan dikhawatirkan tidak lagi akan dapat hidup

*1Syekh Muhammad Khudhory Bek, Sejarah Hukum Islam, (Bandung: CV. NuansaAulia,
2009), him. 36



bersama, maka boleh (mubah) bagi seorang istri membayar
sejumlah uang kepada suami agar suaminya itu menceraikannya.*
d. Pengertian Makruh
secara bahasa kata makruh berarti “sesuatu yang dibenci”.
Dalam Istilah Ushul Figh kata makruh menurut mayoritas ulama
Ushul Figh, berarti sesuatu yang dianjurkaan syariat untuk
meninggalkannya akan mendapatkan pujian daan apabila dilanggar
tidak berdosa. Misalnya, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili,
dalam Mazhab Hambaali ditegaskan makruh hukumnya berkumur
dan memasukan air ke hidung secara berlebihan ketika akan
berwudhu di siang hari Ramadhan karena dikhawatirkan air akan
masuk ke rongga kerokongan dan tertelan.>
e. Pengertian Haram
Kata Haram secara etimologi berarti “sesuatu yang dilarang
mengerjakannya”. Secara terminologi Ushul Figh kata haram berarti
sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dimana orang
yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa,
dan orang yang meninggalkannya karena menaati Allah, diberi

pahala. Misalnya: larangan berzina.
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*2Gatria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 60
*3Satria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 58



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang
buruk”(QS. Al-Isra’:32).>

4. Tujuan hukum Islam

Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan
Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan kitab-kitab hadis yang
sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam.Secara umum
sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup
manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil
(segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat,
yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup
manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.
Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi
juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Abu Ishag al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan
hukum Islam, yakni memelihara

a. Agama
b. jiwa
c. akal

d. keturunan

e. dan harta,

>Satria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 53-54



yang (kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.
Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-magasid
al-khamsahatau al-maqgasid al-shari’ah (baca: al-maqasidis syari’ah
kadang-kadang disebut al-magadissyar’iyah) (tujuan-tujuan hukum
Islam).>®

Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni
(1) segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan
(2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam

itu. Kalau dilihat dari (1) pembuatan hukum Islam,tujuan hukum Islam
itu adalah :

a) Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer,
sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-
masing disebut dengan istilah daruriyyat dan tahsiniyyat.
Kebutuhan primer (daruriyyat) adalah kebutuhan utama yang harus
dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar
kemaslahatan hidup manusia benar-benar  terwujud.lstilah
daruriyyat tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus
dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus
dipelihara itu, ada lima pemeliharaan (1) Agama, (2) Jiwa, (3) Akal,

(4) keturunan, dan (5) harta.”®

> Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000), him. 54-55
*®*Mardani, Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him.21



Kebutuhan sekunder (hajjiyat) adalah kebutuhan yang
diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya
kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat
menunjang  eksistensi  kebutuhan  primer.Kebutuhan tertier
(tahsiniyyat) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang
sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan
dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat
misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

b) Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh
manusia dalam kehidupan sehari-hari.Ketiga, supaya dapat ditaati
dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib
meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam
dengan mempelajari usul al- figh yakni dasar pembentukan dan
pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Di samping itu,dari segi (2) pelaku hukum Islam yakni manusia
sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk untuk mencapai kehidupan yang
berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah, seperti telah disinggung di
muka, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang
mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam,jika
dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam

kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.>’

61-62

*’Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, 2013), him



BAB Il

KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Distrik Cinta Manis
1. Letak Geografis
Distrik Cinta Manis merupakan salah 1 dari 27 Distrik milik PTPN
VII yang bergerak di bidang Perkebunan dan Pabrik Gula.
Dengan total konsesi lahan seluas + 20.301,08 Ha yang tersebar di 6
Kecamatan dan 43 Desa, Distrik Cinta Manis telah menjadi salah satu
penopang kebutuhan gula di wilayah Sumsel dan juga sumber perekonomian

bagi ribuan pekerja dan masyarakat di sekitarnya.

Desa Ketiau O L
Kec.Lubuk.Keliat Selat Sunda
Kab. Ogan Ilir

Gambar: A.1 Lokasi Distrik Cinta Manis



Secara administratif Distrik Cinta Manis terletak di Desa Ketiau
Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir ( £ 75 Km arah Selatan
Kota Palembang) Provinsi Sumatera Selatan.
Adapun batas-batas areal Distrik Cinta Manis yaitu:
Utara : Desa Burai & Sejaro Sakti
Selatan : JIn. Raya Tg. Raja — Muara Kuang

: Desa Betung & Desa Lubuk Keliat

Timur  : Meranjat, Beti, Tebing Gerinting & Tg. Dayang

Barat . Sentul, Tg. Lalang, Lubuk Bandung & Rengas

2. Sejarah Pendirian Pabrik Gula Distrik Cinta Manis

Gambar: B.1 Kantor Induk Distrik Cinta Manis

Tahun 1971 dan 1972 diadakannya survei gula oleh. Indonesia Sugar

Study (ISS) untuk melihat kelayakan pembangunan Pablik Gula di luar jawa.



Survei serupa juga dilakukan pada tahun 1979 dan 1980 oleh World Bank
meliputi lima lokasi termasuk di Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.>®

Pada tahun 1981 melelui surat keputusan Menteri Pertanian
No0.688/Kpts/Org/8/1981 tanggal 11 Agustus 1981, didirikan Proyek Pabrik Gula
Cinta Manis dan Proyek Pabrik Gula ketapang. Kaitannya dengan hal ini, PTP
XXI-XXI1 (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya mendapatkan tugas untuk
melaksanakan pembangunan dua pabrik gula ini sejak proyek ini dimulai,
kegiatan pembebasan dan pembukaan lahan sudah dimulai. Padatahun 1982
diadakan pembaruan. Studi lebih terperinci atas survei tahun 1980 bertujuan untuk
mendirikan Pabrik Gula.>®

Peletakan batu pertama pembangunan pabrik gula ini dilakukan pada
tanggal 7 Agustus 1982 oleh Gubernur KDH Tk.I Provinsi Sumatera Selatan dan
pembangunannya dapat diselesaikan tepat waktu dalam bulan Juli 1984. Pada
tanggal 17 Juni 1984 dilaksanakan Performance Test untuk PG Cinta Manis dan
PG Bunga mayang dan selanjutnya mulailah dilaksanakan giling komersial.®°

Mulai Akte Pendirian No. 1 tanggal 1 Maret 1990 kedua PG tersebut
berubah status menjadi PT Perkebunan XXXI (Persero) yang berkantor pusat di
JI. Kol. H. Burlian km 9 Palembang Sumatera Selatan.

Tahun 1994 PTP XXXI (Persero) bergabung dengan PTP X (Persero)

menjadi  PTP  X-XXXI (Persero). Selanjutnya pada 11 Maret 1996

**Wawancara Sejarah Terbentuknya PTPN VII Cinta Manis dengan Bapak Arif Selaku
Manor Besar (Mabes) Tanggal 5 Juli 2017

$\Wawancara Sejarah Terbentuknya PTPN VII Cinta Manis dengan Bapak Aspandi
Selaku Manor MusimanTanggal 5 Juli 2017

®Data PTPN VII Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2017



dilakukan konsolidasi antara PTP X-XXXI (Persero) dengan Ex Proyek
pengembangan PTP X1 (Persero) di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, ditambah
Ex. Proyek pengembangan PTP XXIII (Persero) di Bengkulu, dengan kantor pusat
di JI. Teuku Umar No. 300 Bandar Lampung.
1982-1989  : Dibawah Manajemen PTP XXI-XXII (Persero)
1990-1995  : Dibawah Manajemen PTP XXXI (Persero)
1995-1996  : Dibawah Manajemen PTP X-XXXI (Persero)
1996-sekarang: PTPN VII
Gabungan PTP xxxi (Persero), PTP X (Persero), dan PTP XXIII

(Persero)

Sejak bergabung dibawah PTPN VII, Distrik Cinta Manis menjadi salah
satu unit penggerak produksi komoditas gula perusahaan bergerak di komoditas:
karet kelapa sawit, dan tebu.

3. Karakteristik Tanah dan Iklim

Data Spesifikasi
Ketinggian : 10 — 20 Meter di Atas Permukaan Laut
Topografi : Bervariasi dari rata, landai sedang dan berbukit
Letak geografis :104°-110° BT dan 3°-15° LS
Jenis Tanah : Podzolik Merah Kuning (PMK)
Tekstur Tanah : Lempung Berlapis
Ph 14,2-4,6
Ketebalan Top Soil :5-15cm
Kedalaman Air Tanah :40-50cm
Curah Hujan 1+ 2500 mm per tahun




Hari Hujan : + 200 Hari per tahun

Kelembaban Udara :81%

Luas Areal Total :20.301,08 Ha

a. Penggunaan Areal Konsesi
Penggunaan untuk Lahan Areal Konsesi Distrik Cinta Manis sebagai
berikut :
1) Penggunaan lahan untuk tanaman KTG
2) Penggunaan lahan untuk Pembibitan
3) Penggunaan lahan untuk Lahan Persiapan
4) Penggunaan lahan untuk Emplasement
5) Penggunaan lahan untuk Jalan dan Lembung/Rawa
Jumlah seluruh Areal Konsesi yang digunakanadalah 20.301,08 Ha
b. Komoditas

PTPN VII Distrik Cinta Manis mengelola komoditas produk gula, mulai
dari pengusaha penanam tanaman tebu, pengolahan batang tebu diPabrik
Gula Cinta Manis, sampai pengepakan (packaging) hasil jadi gula, sampai
terakhir pada penjualan.

Selain produk utama gula, hasil sampingan dari olahan tebu adalah tetes
tebu yang biasa dipakai untuk bahan campuran penyedap rasa, selain itu
kedepan tetes tebu bisa dipakai sebagai bahan bakar alternative (Bio Ethanol).
Selain itu juga berupa blotong yang dipakai untuk pupuk organik, dimana

merupakan hasil olah limbah pada pabrik gula.



Selain komoditas olahan. Cinta Manis juga mengusahakan bahan baku sisa
dari tanaman tebu, berupa daun pucuk tanaman tebu, yang bisa dimanfaatkan

untuk pakan ternak, dalam hal ini adalah pakan sapi. Semua dikelola dengan

manajemen perkebunan secara professional.

c. Aset Distrik Cinta Manis

1)

2)

3)

Tanaman
Jenis tanaman tebu yang digunakan berasal pihak ketiga atas rekomentasi
dan pengawasan pusat penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3Gl) yang
kemudian dianalisa dan dikembangkan oleh bidang Tanaman (Litbang) dan
diteruskan kebagian tiap-tiap Rayon sebagai tanaman tebu siap tanam.
Sumber Daya Alam
Daya dukung pengelolahan industri gula yang merupakan tanaman
semusim, melibatkan sumber daya manusia yang cukup besar. Selain
karyawan pimpinan dan pelaksana, pekerjaan budidaya tebu untuk
pemeliharaan di kebun maupun pabrik, dibutuhkan pekerjaan borong
prestasi yang mencapai + 1.000 pekerja. Selain itu saat panen setiap tahun
dibutuhkan tenaga tebang mencapai lebih 4.000 orang perhari yang berasal
dari desa-desa sekitar maupun berasal dari luar daerah.
Penggajian

Syarat-syarat kerja sebagai Instrumen dalam suatu hubungan kerja telah
dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja bersama yang ditanda tangani
oleh Manajemen dengan Sertifikat pekerjaan Perkebunan Nusantara VII

(SPPN V1) yang dituangkan dalam Surat keputusan Dirjen Pembina



Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan RI No:
123/PHIJSK/PK/2005 tanggal 15 Desember 2005 di Kantor Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pusat di Jakarta. Dalam hal Penggajian,
Distrik Cinta Manis telah memenuhi ketentuan upah minimum sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Rl Nomor:13 Tahun 2003 maupun Peraturan
menteri tenaga kerja Rl No: Per-01/M EN/1999.

Disamping hal tersebut diatas, untuk memberikan motivasi dan
kesejahteraan PTPN VII memberikan Tunjangan dan Fasilitas, antara lain:
a) Tunjangan

Tunjangan perusahaan Tunjangan Jabatan Santunan Jabatan

b) Fasilitas Perusahaan
Pelayanan Kesehatan dan kekeluargaan berencana pakaian dan
perlengkapan kerja Program pension (dana pension perkebunan)
Penyediaan sarana dan prasarana ibadah Penyediaan sarana dan
prasarana olahraga Kendaraan dinas.

d. Bidang Tugas

Bidangkerja di PTPN VII Distrik Cinta Manis terdiri dari:

1) Bidang Administrasi Keuangan dan Umum yang memberikan
dukungan proses organisasi secara keseluruhan terhadap bidang kerja
lainnya

2) Bidang Tanaman sebagai penyedia bahan baku, yang meliputi

pengelolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan penebangan



3) Bidang Pelayanan Teknik selaku pendukung bidang kerja tanaman
dalam penyediaan, perawatan, dan perbaikan Alat dan Mesin Pertanian
serta sarana pendukung lainnya

4) Bidang Penelitian dan Pengembangan yang melakukan kegiatan
pengembangan budibaya varietas jenis tebu, analisa kemasakan, dan
memberikan Rekomentasi pemupukan kesemua Rayon terkait.

5) Bidang Pablik (TeknikdanPengolahan) selaku pengolahan bahan baku
menjadi gula pasir yang siap dipasarkan.

4. Alamat Kantor :
a. Kantor Pusat : JI. Teuku Umar No. 300 Bandar Lampung 35141
Telp. 0721-702233 Fax. 0712-702775 atau 0721-780079
b. Distrik Cinta Manis :Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten
Ogan Ilir-Sumatera Selatan
Telp. 0712-322033 Fax. 0712-322031
5. Visi dan Misi
PT Perkebunan Nusantara VII merupakan perusahaan Yyang
berpusatdibandar Lampung yang meliputi wilayah Provinsi Lampung,
Sumatera Selatan dan Bengkulu dengan mencakup usaha perkebunan,
pengelolahan dan pemasaran hasil perkebunan, selain itu melakukan kegiatan
meliputi budidaya tanaman, produksi dan pengembangan usaha bidang
perkebunan, agrowisata dana grobisnis. Produksi utama PTPN VII adalah
Kelapa Sawit, Karet, Teh dan Tebu.

Visi :



Menjadi perusahaan Agrobisnis dan Agroindustri yang tangguh dan
berkarakter global.
Misi :

a. Menjalankan usaha agrobisnis perkebunan dengan komonitas karet
kelapa sawit, teh dan tebu.

b. Mengembangkan usaha berbasis bisnis inti yang mengarah keintegrasi
vertikal.

c. Menggunakan teknologi budidaya & proses yang efisien & akrab
lingkungan untuk menghasilkan produk berstandar, baik untuk pasar
domestik maupun internasional.

d. Memperhatikan kepentingan shareholders & stakeholders, khususnya,
pekerja, mitrapetani, pemasok, & mitra usaha untuk bersama-sama
mewujudkan daya saing guna menumbuh kembangkan perusahaan.®

B. Karyawan tidak tetap pada perusahaan PTPN VII Cinta Manis

Karyawan tidak tetap merupakan karyawan yang hanya dipekerjakan
ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja tambahan saja. Karyawan tidak
tetap biasanya dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh perusahaan ketika
perusahaan sudah tidak membutuhkan tenaga tambahan lagi. Jika dibandingkan
dengan karyawan tetap, karyawan tidak tetap cenderung memiliki hak yang
jauh lebih sedikit dan juga cenderung sedikit tidak aman (dalam hal kepastian
lapangan pekerjaan)®. Sedangkan Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak nomor

31/PJ/2009 Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya

*Wawancara dengan Bapak Muhtadin Selaku Sinder (Staf) Tanggal 5 Juli 2017
®?https://pengertiandefinisi.com/pengertian-karyawan-dan-jenis-jenis-karyawan-di-
perusahaan. di downloadpada tanggal 15 september 2017.



https://pengertiandefinisi.com/pengertian-karyawan-dan-jenis-jenis-karyawan-di-perusahaan
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-karyawan-dan-jenis-jenis-karyawan-di-perusahaan

menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja,
berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan
atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja®.
Karyawan tidak tetap pada PTPN VII Cinta Manis terbagi menjadi 2
yaitu:
1. Karyawan tidak tetap borongan harian
Borongan harian adalah pekerja yang upahnya ditentukan dari berapa
banyak jumlah tetapi tergantung berapa banyak jumlah yang di dapatnya
2. Karyawan tidak tetap harian

pekerja Harian adalah pekerja yang upah nya sudah di tentukan dari pihak

perusahaan sebesar 25000 (dua puluh lima ribu ) perhari.

Mekanisme pembayaran pegawai tidak tetap, baik yang borongan harian
maupun harian adalah dengan cara mandor memberikan langsung upah kepada
para karyawan. Pembayaran dilakukaan satu kali dalam seminggu yaitu pada
hari sabtu sore atau paling lama hari minggu pagi. Pada PTPN VII cinta manis
jumlah karyawan tidak tetap sebanyak 620 orang.

Tugas-tugas karyawan tidak tetap pada PTPN VII Cinta Manis dari 620
karyawan tersebut di bagi beberapa tugas,

1. Penanam adalah karyawan yang bertugas sebagai penanam tebu

2. Penyulam adalah karyawan yang bertugas menanam kembali ttebu

yang mati

3. Pemupuk yaitu karyawan yang bertugas memberi pupuk pada tebu

®3peraturan Dirjen Pajak nomor 31/PJ/2009



4. Herbisida yaitu karyawan yang bertugas untuk membasmi hama
5. Penyabit rumput adalah karyawan yang bertugas memotong rumput
6. Melentek yaitu karyawan yang bertugas membuang daun yang sudah

kering®*

#Wawancara dengan bapak Aspandi Sebagai Mandor Pupuk Harian Pada Tanggal 5-
September-2017



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN
UPAH KARYAWAN TIDAK TETAP DI PTPN VII CINTA MANIS

KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR

A. Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Tidak Tetap di PTPN VII Cinta
Manis

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa yunani mechane yang memiliki
arti istrumen, mesin pengangkat beban,perangkat, peralatan, untuk membuat
sesuatu, dan dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan
sesuatu.®

Didalam kamus besar bahasa Indonesia di jelaskan juga bahwa pengertian
mekanisme adalah teknik penggunaan mesin, cara kerja suatu organisasi
(perkumpulan dsb), hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak
yang lain turut bergerak).

mekanisme adalah cara kerja atau proses suatu alat dalam sebuah badan
atau organisasi yang saling berhubungan untuk menghasilkan yang maksimal
sehinga tercapai sebuah tujuan yang telah di tetapkan oleh suatu organisasi.®®

Dengan adanya disetiap Negara, tentunya masyarakat mendapatkan

jaminan dan mendapat perlindungan hukum. Dengan kata lain hukum juga bisa

®Hasan Alwi DKK, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Cet.Ketiga, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2002), him.728
*®Ibid, him..729



diartikan sebagai peraturan-peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang
mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki sanksi bagu yang melanggarnya,
dimana sanksi dari hukum ini bersifat memaksa an memikiat. Jadi tidak
mungkin masyarakat akan bisa terlepas dari hukum®’

Berdasarkan hasil wawancara pada karyawan tidak tetap dan mandor
mengenai mekanisme pembayaran upah karyawan tidak tetap di PTPN VII
Cinta Manis tersebut sebagai berikut:

Menurut ibu Suryani sebagai karyawan tidak tetap pemborong harian
sistem pemberian upah biasanya upah diberikan kepada karyawan tidak tetap
pada hari sabtu sore atau paling lambat hari minggu dengan lama bekerja
sekitar lima jam dalam satu hari dan semakin banyak jumlah tebu yang
diperoleh maka semakin banyak pula upah yang diberikan. Akad dalam
perjanjiannya hanya sebatas lisan saja, ketika terjadi kecelakaan kerja pada saat
jam kerja ada ganti rugi dari pihak perusahaan dan juga ada keringanan untuk
izin dalam jam bekerja dan upah masih dihitung dalam waktu kerja satu hari
penuh. Sedangkan sistem pembayaran upah pada karyawan sesekali mengalami
keterlambatan, untuk mengantisipasi protes dari para karyawan maka mandor
menggunakan uang pribadi sebagai upah untuk para karyawan dengan
pergantian uang mandor akan dilakukan oleh pihak perusahaan®®,

Menurut ibu Abi sebagai karyawan tidak tetap pemborong harian sistem
pemberian upah biasanya upah diberikan kepada karyawan tidak tetap pada

hari sabtu sore atau paling lambat hari minggu dengan lama bekerja sekitar

*’www.pengertian definisi.com/pengertian-hukum-secara-umum/
®8\Wawancara dengan ibu Suryani sebagai borongan harian Tgl 29-092017
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lima jam dalam satu hari dan semakin banyak jumlah tebu yang diperoleh maka
semakin banyak pula upah yang diberikan. Akad dalam perjanjiannya hanya
sebatas lisan saja, ketika terjadi kecelakaan kerja pada saat jam kerja ada ganti
rugi dari pihak perusahaan dan juga ada keringanan untuk izin dalam jam
bekerja dan upah masih dihitung dalam waktu kerja satu hari penuh. Sedangkan
sistem pembayaran upah pada karyawan sesekali mengalami keterlambatan,
untuk mengantisipasi protes dari para karyawan maka mandor menggunakan
uang pribadi sebagai upah untuk para karyawan dengan pergantian uang
mandor akan dilakukan oleh pihak perusahaan®.

Ibu Roaini selaku borongan harian mekanisme pelaksanaan kerja bagi
buruh borongan harian dilakukan dengan cara tergantung berapa banyak yang
di peroleh dalam satu ikat terdiri dari 40 batang tebu, dalam satu tebu dihargai
sebesar 1200 rupiah, ibu Roaini dalam satu hari bisa menghasilakan 30 kebat
tebu dalam jangka waktu dari jm 7:00-10:00. Sistem perjanjian yang dilakukan
oleh borongan dengen mandor hanya melalui lisan saja. Dan apabila terjadi
kecelakaan di lapangan pihak perusahaan akan mengganti kerugian dari biaya
pengobatan tersebut. Dan untuk karyawan tidak tetap akan mendapatkan
keringanan yaitu upah akan tetap dihitung satu hari penuh. Sistem pengupahan
sesekali mengalami keterlambatan, jika terjadi keterlambatan pada minggu
pertama maka minggu kedua akan dibayar semua.

Ibu Zima selaku harian mengatakan,karyawan yang bekerja harian diberi

upah 25.000 per hari dengan lama bekerja sama seperti pekerja borongan yaitu

%\Wawancara dengan ibu Abi sebagai borongan harian Tgl 29-092017
"Wawancara dengan ibu Roaini sebagai borongan harian Tgl 29-09-2017



lima jam per hari, maka apabila bekerja rutin karyawan mendapat upah sebesar
150.000 per minggu, Sistem perjanjian yang dilakukan oleh harian ini sama
saja seperti sistem perjanjian yang dilakukan dengan borongan harian yaitu
hanya melalui lisan sajaantara mandor dengan karyawan tidak tetap. Dan
apabila terjadi kecelakaan di lapangan pihak perusahaan akan mengganti
kerugian dari biaya pengobatan tersebut. Dan untuk karyawan tidak tetap akan
mendapatkan keringanan yaitu upah akan tetap dihitung satu hari penuh.
Sistem pengupahan sesekali mengalami keterlambatan, jika terjadi
keterlambatan pada minggu pertama maka minggu kedua akan dibayar
semua’™.

Ibu Susyani selaku harian mengatakan,karyawan yang bekerja harian
diberi upah 25.000 per hari dengan lama bekerja Lebih Kurang lima jam per
hari, maka apabila bekerja rutin karyawan mendapat upah sebesar 150.000 per
minggu, Sistem perjanjian yang dilakukan oleh harian ini sama saja seperti
sistem perjanjian yang dilakukan dengan borongan harian yaitu hanya melalui
lisan sajaantara mandor dengan karyawan tidak tetap. Dan apabila terjadi
kecelakaan di lapangan pihak perusahaan akan mengganti kerugian dari biaya
pengobatan tersebut. Dan untuk karyawan tidak tetap akan mendapatkan
keringanan yaitu upah akan tetap dihitung satu hari penuh. Sistem pengupahan
sesekali mengalami keterlambatan, jika terjadi keterlambatan pada minggu

pertama maka minggu kedua akan dibayar semua’.

Wawancara dengan ibu Zima sebagai harian Tgl 29-09-2017
"Wawancara dengan ibu Susyani sebagai borongan harian Tgl 29-09-2017



Menurut ibu Fitriyani sebagai mandor harian mengatakan bahwa
perjanjian/akad antara mandor dengan karyawan tidak tetap tidak ada
perjanjian secara tertulis hanya ucapan serta tidak ada jaminan kesehatan
apabila ada yang sakit di lapangan ketika terjadi kecelakaan kerja pada saat jam
kerja ada ganti rugi dari pihak perusahaan dan ada keringanan untuk izin dalam
jam bekerja dan upah masih dihitung dalam waktu kerja satu hari penuh
asalkan ada kuitansi sebagai alat bukti. Sistem pembayaran antara mandor
dengan karyawan tidak tetap terkadang mengalami keterlambatan namun ketika
terjadi keterlambatan pembayaran akan mendapatkan pinjaman dari sinder atau
dari atasan langsung, namun menurut Fitriyani selaku mandor harian
keterlambatan pembayaran upah sangat jarang terjadi, dan jika terjadi
keterlambatan gaji pada minggu pertama maka akan dibayarkan pada minggu
keduanya. Hal ini terjadi karena kesulitan dari pihak perusahaan. Apabila pihak
perusahaan tidak bisa membayar upah karyawan tidak tetap maka karyawan di
berhentikan sementara.”

Menurut Bapak Asmari sebagai mandorborongan harian mengatakan
bahwa perjanjian/akad antara mandor dengan karyawan tidak tetap tidak ada
perjanjian secara tertulis hanya ucapan serta tidak ada jaminan kesehatan
apabila ada yang sakit di lapangan ketika terjadi kecelakaan kerja pada saat jam
kerja ada ganti rugi dari pihak perusahaan dan ada keringanan untuk izin dalam
jam bekerja dan upah masih dihitung dalam waktu kerja satu hari penuh

asalkan ada kuitansi sebagai alat bukti. Sistem pembayaran antara mandor

”Wawancara dengan ibu Fitriyani sebagai Mandor harian Tgl 29-09-2017



dengan karyawan tidak tetap terkadang mengalami keterlambatan namun ketika
terjadi keterlambatan pembayaran akan mendapatkan pinjaman dari sinder atau
dari atasan langsung, namun menurut Fitriyani selaku mandor harian
keterlambatan pembayaran upah sangat jarang terjadi,dan jika terjadi
keterlambatan gaji pada minggu pertama maka akan dibayarkan pada minggu
keduanya. Hal ini terjadi karena kesulitan dari pihak perusahaan. Apabila pihak
perusahaan tidak bisa membayar upah karyawan tidak tetap maka karyawan di
berhentikan sementara’®.

Pada umumnya Sistem pembayaran upah karyawan tidak tetap di PTPN
VIl Cinta Manis dilakukan seminggu sekali yaitu pada hari minggu,
permasalahan yang sering terjadi pada pembayaran upah karyawan tidak tetap
di PTPN VII Cinta manis ini adalah tidak adanya kekuatan hukum pada
akadnya karena sistem perjanjiannya hanya melalui lisan saja tidak secara
tertulis. Untuk jam kerja bagi karyawan tidak tetap bekerja dari jam 7:00-
12:00 atau sampai pekerjaan selesai sesuai dengan kesepakatan kedua belah

pihak.
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Upah-
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I isan
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|
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J
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Basis Kemahiran Mandor
J
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Karyawan Tidak Tetap

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia
yang satu dengan yang lainnya salah satunya adalah dengan cara bermuamalah.
Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat
manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan
ketentuan hukum Islam yang disebut dengan figih muamalah yang semuanya
merupakan hasil penggalian dari Al-Qur’an dan hadis.

Salah satu bentuk bermuamalah yang sering dilakukan adalah upah. Upah
adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan
kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut
dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas
jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainya, tenaga kerja
diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga
yang dibayarkan atas jasa dalam produksi yang dalam figh muamalah dikenal
dengan kata ijarah.Menurut jumhul ulama berpendapat bahwa [jarah adalah
menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan
bendanya.”

ljarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-
mengupah itu merupakan muamalah yang sesuai dengan ketentuan dalam
Islam. Diperbolehkannya ljarah di dalam ajaran Islam, berdasarakan dengan

salah satu dari firman Allah SWT QS.Al-bagarah:233
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"®Racmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), him. 122



Artinya: "dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut”.76
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, ketika masa susuan itu telah

selesai maka harus diberikan upah yang patut sesuai dengan hasil pekerjaan yang

dilakukan upah yang patut maksudnya adalah upah yang diberikan itu harus
sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Memang pada dasarnya, segala bentuk
transaksi baik itu jual beli, gadai, pinjam-meminjam, musyarakah (bagi hasil),
jjarah (upah/sewa) dan lain sebagainya semuanya diperbolehkan dalam Islam

selagi tidak ada dalil yang melarang untuk melakukan transaksi tersebut. Di dalam

kaidah figih dijelaskan bahwa :
a3l e i all Juy Ssdalie Ve S JaY)

Artinya: “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga
terdapat dalil yang mengharamkan » 1

Pekerja hanya berhak terhadap upahnya jika ia telah menunaikan
pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena pekerja
terikat dengan syarat-syarat dalam perjanjian, kecuali syarat-syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia
membolos bekerja dengan alasan yang benar atau sengaja menunaikannya
dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan, karena setiap
hak dibarangi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh,

maka kewajiban juga harus terpenuhi.

"®Departemen Agama RI, Loc. Cit. him.37.
""H Abdul Mudjid, Kaidah-kaidah Ilmu Figih, (Jakarta: Kalam Mulia,2010), him 25



Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan
kewajiban karyawan atas hak upah yang di perolehnya, demikian juga
memberiupah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan
yang diperolehnya. Sebagaiman dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam al-

Qur’an

z
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agadmu(QS. Al-
Maidah :1)

Bukhari dan Lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi s.a.w.
bersabda, “Allah s.w.t. berfirman melalui lisan Rasul-Nya, ‘ada tiga yang
menjadi musuh-Ku di Hari Kiamat dan siapa yang menjadi musuh-Ku, niscaya
aku akan terus memusuhinya, mereka itu adalah; orang yang bersumpah atas
nama-Ku akan tetapi ia melanggar, orang yang menjual orang merdeka dan ia
memakan uangnya, dan orang yang mempekerjakan seseorang akan tetapi ia
tidak memunaikanupahnya’.”

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., Thabrani meriwayatkan
dari Jabir, dan Abu Ya’la meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., iaberkata:

Rasulullah s.a.w. bersabda, “Berikan upah pekerja sebelum keringatnya
mengering. “sebagian ulama menganggap menunda atau menahan upah usai
seorang pekerja menunaikan tugasnya adalah termasuk dosa besar, mengingat
ancaman Allah yang sangat keras dalam hadis pertama di atas. Di samping itu,

alasan lainnya adalah bahwa sikap orang kaya yang menunda-nunda hak



merupakan sikap yang zalim, sama halnya dengan hukum yang berlaku dalam
kejahatan ghashab (merempas hak orang lain).

Diantara hak-hak buruh yang paling penting adalah yang berhubungan
dengan masalah penentuan upah kerjanya. Karenanya, seorang buruh jangan
sampai tidak mengetahui upahnya karena hal itu dapat membuka peluang
terjadinya proses penipuan. Diriwayatkan dari Imam Sabiq yang berkata,

“pbarang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, janganlah
memperkerjakan seorang buruh sampai ia tidak mengetahui berupa upah”.

Islam sangat menginginkan upah buruh itu diberikan secara adil.Karena
itulah Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad apabila jelas bahwa
seorang pekerja ditipu dalam hal upahnya,sebagaimana Islam dalam banyak
kesepakatan menetapkan tentang tidak sahnya sistem pengupahan dengan
memberikan kepada seluruh buruh agar tidak sampai mengalami perlakuan
kezoliman atau tindakan sewenang-wenang dalam bentuk apapun.

Dalam Figih muamalah upah atau ijarah dapat diklasifikasikan menjadi
dua : pertama, upah yang telah disebutkan (ujrahal musammah), dan kedua,
upah yang sepadan (ujrah al-misli). Upah yang sudah disebutkan (ujrahal
musammah) syaratnya disebutkan harus disertai adanyanya kerelaan (diterima)
adanya kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah
tersebut. Dengan demikian pihak musta jir tidak boleh dipaksa membayar lebih
besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh
dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan,
melainkan upah tersebut merupakan upah wajib mengikuti ketentuan

syara’.Apabila upah tersebut di sebutkan saat melakukan transaksi, maka upah



tersebut disebutkan pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun
musammah). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisian terhadap
upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang
sepadan (ajrul misli). Sedangkan upah yang sepadan (ujrah al-misli) adalah
upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaanya,
sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah
pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja.

Upah pada PTPN VII Cinta Manis terklasifikasi termasuk pada bentuk
upah yang telah disebutkan (ujrahal musammabh), hal ini dilihat darisistem
upah yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Adapun sistem upah kerja
karyawan tidak tetap di PTPN VII Cinta Manis ini yaitu antara karyawan tidak
tetap (harian dan borongan harian) dengan mandor.

Berdasarkan objek hukum Islam, kerjasama ini dikategorikan akad al-
ijarah ala al-a’mal ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk
melakukan suatu pekerjaan. Jjarah seperti ini menurut ulama figih, hukumnya
boleh apabila pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh
pabrik dan buruh tani.Mussta jir adalah orang yang mempunyai keahlian,
tenaga jasa dan lain-lain, kemudian mu ajir adalah pihak yang membutuhkan
keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu, musta jir mendapat
upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk mu ‘ajir mendapatkan tenaga atas jasa
dari musta Jjir.

Pada PTPN VII Cinta Manis Akad antara karyawan tidak tetap dan

mandor hanya bersifat lisan saja. Hal ini menimbulkan konflik pada kedua



belah pihak. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad
sebagai “pertalian antara ijab dan gabul yang dibenarkan oleh syara’ yang
menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”®

Akad dalam kompilasi hukum ekonomi syari’ah (KHES) mendefinisikan
akad sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan
dan atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum
tertentu.”

Pada pelaksanaan upah karyawan tidak tetap ini akad yang dilakukan oleh
PTPN VII hanya sebatas lisan saja sudah menjadi kebiasaan antara mandor
dan karyawan tidak tetap. Karena di antara keduanya sudah sama-sama tahu
resiko yang mungkin mereka terima.

Dalam hal ini tentunya sesuai dengan hukum Islam untuk saling tolong
menolong di antara sesama. Pemberian upah yang dilakukan baik mandor dan
karyawan tidak tetap adalah akad yang sah karena tidak bertentangan dengan
hukum Islam serta standar upah yang layak bagi undang-undang adalah
terpenuhinya kebutuhan pokok buruh agar dapat dibuat aturan tentang batasan
minimal bagi pembayaran upah, sehingga komponen hidup layak yang
ditetapkan pemerintah ditebus. Sedangkan dalam hukum Islam secara praktis
tidak menyebutkan sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, tetapi
Islam, memberikan gambaran umum bagaimana tata cara dalam pembayaran

upah kepada yang berhak. Islam lebih mengedepankan konsep moral, adil dan

*Gumala Dewi, Dkk, Hukum Perikatan Islam (Jakarta: Kencana 2015), HIm. 52
"®Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Buku II tentang Akad, Bab 1 h harga sepuluh
juta yang hanya sebatas Pasal 20 Butir (1)



layak, disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa ada

paksaan.

Dilihat dari tiga aspek tersebut yaitu bentuk, objek dan akad ijarah maka
sistem upah pada PTPN VII Cinta Manis adanya kesesuaian antara sistem
pembayaran upahnya dengan hukuim Islam. Tetapi berdasarkan syarat-syarat
akad dalam ijarah yaitu adanya persetujuan atau kerelaan kedua bela pihak,
sistem pembayaran upah pada PTPN VII Cinta Manis ini adanya unsur

keterpaksaan, hal ini bertentangan dengan syarat sahnya akad dalam ijarah.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi tentang

Tinjauan Hukum Islam tentang mekanisme pembayaran upah karyawan

tidak tetap di PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten

Ogan llir, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembayaran Upah karyawan tidaktetap sesekali
mengalami keterlambatan,namun untuk mengantisipasi protes dari
para karyawan maka mandor menggunakan uang pribadi sebagai upah
untuk para karyawan tidak tetap dengan pergantian uang mandor akan
dilakukan oleh pihak perusahaan.

2. Hukum Islam menjelaskan tujuan disyaratkanny sewa menyewa atau
upah yang dikenal dengan ijarah adalah untuk memberikan keringanan
kepada umat dalam pergaulan hidupnya dan merujuk kepada hukum
asal bermuamalah itu adalah mubah dan mekanisme pembayaran upah
karyawan tidak tetap yang terjadi di PTPN VII Cinta Manis telah
sesuai dilihat dari bentuk, objek dan akadnya namun pada syarat ijarah

adanya kerelaan tanpa ada keterpaksaan belum terpenuhi.



B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Upah yang diberikan oleh perusahaan sebagian besar sudah sesuai
dengan tuntutan karyawan, namun perlu diperhatikan juga
peraturan peraturan Yyang berlaku, antara lain dengan
memperhatikan UMR bagi karyawannya. Hal ini dimaksudkan
agar kepuasan kerja karyawan dapat terus meningkat, perusahaan
kendaknya memperhatikan kebutuhan karyawan dalam hal ini upah
yang diberikan disesuaikan dengan keahlian dan pengabdiaan
jasanya didalam perusahaan, sehingga dapat mendorong
karyawannya lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas-tugasnya.

2. Agar lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang
berkaitan langsung dalam setiap perjanjian kerja, terutama dalam
kesepakatan akadnya harus lebih jelas, dalam pengupahan tersebut
harus sesuai dengan pripsip-prinsip keadilan agar tidak merugikan
salah satu pihak

3. Saran penulis sebaiknya bentuk ijarah pada PTPN VII Cinta Manis
adalah bentuk Ajrun mitsli (sepadan), yaitu besarnya upah sesuai

dengan lamanya bekerja.
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